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ABSTRAK 

 

 

- Keputusan ini di tetapkan untuk meningkatkan peran dan fungsi koordinasi 

kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Papua Barat Daya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua 

Barat Daya dengan Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat 

Daya perlu dibentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya. 

 

 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja 

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

786), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, 

Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1236), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-

Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan 



Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 

 

 - Keputusan ini menetapkan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya. 

 

CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, 1 Januari 2025 

 - Lampiran : 2 Hlm. 

 

 

 

 

 


